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 Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak yang dimiliki pelaku usaha dalam ekonomi 
digital, seperti hak menjalankan usaha secara legal, perlindungan hak kekayaan intelektual, 
kepastian hukum dalam transaksi digital, serta hak atas privasi dan keamanan data usaha. Selain 
itu, penelitian ini juga membahas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk 
transparansi informasi produk, perlindungan data konsumen, kepatuhan terhadap regulasi 
perpajakan, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa dengan konsumen. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data 
diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku, 
peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi. Teknik analisis yang digunakan mengacu 
pada metode Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku 
usaha dan konsumen dalam ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama 
dalam hal penegakan regulasi dan harmonisasi hukum antara kebijakan nasional dan standar 
global. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang lebih adaptif dan transparan agar 
ekosistem ekonomi digital dapat berjalan dengan lebih aman, adil, dan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia 

ekonomi dan bisnis. Era digital memungkinkan transaksi dan aktivitas ekonomi berlangsung 
lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Perdagangan elektronik (e-commerce), layanan 
keuangan digital (fintech), serta berbagai bentuk usaha berbasis platform daring telah 
menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Digitalisasi ini tidak hanya 
memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang (Novitasari,2022), tetapi 
juga menuntut adanya sistem hukum yang jelas dan adil guna mengatur setiap aspek bisnis 
digital.  

Di sisi lain, kemajuan ekonomi digital juga menimbulkan berbagai permasalahan 
hukum yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan konsumen 
dalam transaksi online (Izazi,et al,2024), di mana sering terjadi kasus penipuan, barang tidak 
sesuai dengan deskripsi, hingga kegagalan sistem pembayaran. Selain itu, penyalahgunaan 
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data pribadi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjadi isu krusial yang perlu 
mendapatkan perhatian hukum. Ketiadaan regulasi yang ketat atau lemahnya penegakan 
hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital dan berpotensi 
merugikan banyak pihak. 

Selain perlindungan konsumen, aspek hukum lainnya yang menjadi sorotan dalam 
ekonomi digital adalah kepastian hukum bagi pelaku usaha (Hasanuddin,et al 2023). Banyak 
pelaku usaha digital yang menghadapi ketidakjelasan dalam regulasi, seperti terkait pajak, 
perizinan usaha digital, serta hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi elektronik. Hal 
ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha dan membuka celah bagi 
praktik bisnis yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang tidak hanya 
melindungi konsumen tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar dapat 
menjalankan bisnisnya secara aman dan berkelanjutan. 

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital 
menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan 
berkelanjutan (Kannedy,2024). Hak pelaku usaha mencakup berbagai aspek, seperti 
perlindungan atas hak kekayaan intelektual, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam 
transaksi digital, serta hak terhadap perlindungan data usaha mereka. Sementara itu, 
kewajiban pelaku usaha mencakup transparansi dalam informasi produk atau layanan, 
kepatuhan terhadap pajak digital, serta tanggung jawab dalam menjaga keamanan data 
pelanggan. 

Pemerintah telah berupaya mengatur ekonomi digital melalui berbagai regulasi, 
seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Santoso,2024), 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta aturan terkait perdagangan digital 
(Setiawan,2018). Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana regulasi 
ini dapat diterapkan secara efektif di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, 
harmonisasi hukum antara regulasi nasional dan standar global juga menjadi isu yang perlu 
diperhatikan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih mudah dalam skala 
internasional. 

Dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat, semua pihak baik 
pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen harus memiliki pemahaman yang baik tentang 
hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem ini (Santoso,2021). Kejelasan regulasi serta 
kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem bisnis digital 
yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai hak dan kewajiban 
pelaku usaha dalam ekonomi digital menurut hukum menjadi topik yang sangat relevan 
untuk dibahas lebih lanjut. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. 

Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pelaku usaha dalam 
ekonomi digital menurut hukum secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis 
terhadap regulasi, kebijakan, serta praktik hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, 
termasuk jurnal akademik, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen resmi lainnya yang relevan. 

Pendekatan penelitian ini merupakan tindakan kepustakaan, yang pembahasannya 
merujuk kepada berbagai literature-literatur yang tersedia baik berupa buku, jurnal, tesis, 
artikel maupun terbitan lainnya (Herliana,2018). Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini yaitu telaah dokumen. Dalam telaah dokumen peneliti 
menggunakan rujukan Buku-buku, Tesis, Jurnal, Artikel dan Situs Internet lainnya.  

Peneliti menelusuri berbagai literatur yang tersedia untuk memenuhi tugas ini. 
Spesifiknya peneliti mencari referensi-referensi yang relevan dengan judul di atas 
(Resiana,2019). Peneliti dalam menelusuri berbagai referensi, menggunakan beberapa 
sumber yakni, Google Scholar, Internet, dan Buku. Peneliti juga melakukan analisis data 
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dengan menggunakan teknik analisis yang dicetus oleh Miles, Huberman dan Saldana yaitu, 
kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono,2018). 

Penggunaan metode penelitian ini, sebagai langkah ilmiah dalam mendeskripsikan 
berbagai persoalan serta solusi atas masalah yang ditemukan. Di sisi lain metode ini untuk 
membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan, dengan begitu penulis tidak 
kesulitan dalam menyusun hasil penelitian.  Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat 
memberikan gambaran yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi 
digital menurut hukum, serta memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan 
pelaku industri dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi teknologi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Hak Pelaku Usaha dalam Ekonomi Digital 

Hak pelau usaha dalam ekonomi digital dapat ditinjau dalam beberapa aspek yakni: 

a. Hak Untuk Menjalankan Usaha Secara Legal 
Setiap individu atau perusahaan yang beroperasi dalam bisnis digital berhak 

mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan usahanya (Noor et al,2024). Legalitas ini 
mencakup aspek perizinan, perlindungan hukum dalam bertransaksi, serta hak untuk 
menjalankan operasional bisnis secara sah tanpa tekanan atau diskriminasi 
(Indrawanto,2024). Dengan adanya legalitas yang jelas, pelaku usaha dapat memperoleh 
akses ke berbagai fasilitas seperti permodalan, perlindungan usaha, serta kepercayaan dari 
pelanggan. Namun, jika hak ini tidak terpenuhi atau terjadi ketidakpastian hukum, 
konsekuensinya adalah meningkatnya risiko terhadap kelangsungan usaha, seperti terkena 
sanksi dari pemerintah, pemblokiran platform, atau kesulitan dalam mendapatkan 
kepercayaan investor dan pelanggan. 

b. Hak Atas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
Dalam bisnis digital, inovasi dan kreativitas merupakan aset yang sangat berharga 

(Perdana,2019). Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap 
merek dagang, hak cipta, paten, serta karya intelektual yang mereka hasilkan 
(Arkananta,2023). Tanpa adanya perlindungan HKI, pelaku usaha dapat mengalami kerugian 
akibat penjiplakan, pencurian ide, atau eksploitasi produk tanpa izin (Hutagalung,2022). 
Konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak ini adalah terjadinya persaingan bisnis yang tidak 
sehat, di mana usaha kecil dan inovatif sering kali dirugikan oleh pihak yang lebih besar dan 
memiliki sumber daya lebih untuk mengeksploitasi karya mereka tanpa izin. Oleh karena itu, 
hukum harus memastikan bahwa hak ini terlindungi agar inovasi dalam ekonomi digital tetap 
berkembang. 

c. Hak Atas Privasi Dan Keamanan Data Usaha 
Data merupakan aset utama dalam bisnis digital, baik itu data pelanggan, strategi 

pemasaran, maupun informasi keuangan (Andirwan,2023). Hak ini memberikan jaminan 
bahwa data usaha yang dimiliki tidak disalahgunakan, dicuri, atau digunakan tanpa izin. 
Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting dalam 
memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kendali atas data mereka sendiri. Jika hak ini tidak 
dijaga dengan baik, maka konsekuensinya adalah meningkatnya risiko kebocoran data, 
pencurian identitas bisnis, hingga serangan siber yang dapat merugikan operasional 
perusahaan. Pelaku usaha yang tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat juga dapat 
kehilangan kepercayaan pelanggan, yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan 
bisnis mereka. 

d. Hak Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Digital 
Kepastian hukum ini mencakup kejelasan aturan terkait kontrak digital, mekanisme 

pembayaran, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan terhadap fraud atau kecurangan 
dalam transaksi daring (Fransiscus,2025). Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha 
dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan minim risiko (Fransiscus,2025). Jika 
kepastian hukum tidak terpenuhi, maka dampaknya adalah meningkatnya ketidakpastian 
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dalam transaksi, munculnya sengketa yang sulit diselesaikan, serta meningkatnya kasus 
penipuan yang merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, regulasi 
yang jelas dan sistem hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar ekosistem ekonomi digital 
dapat berjalan dengan baik dan terpercaya. 

Dengan memahami dan menegakkan hak-hak tersebut, pelaku usaha dalam ekonomi 
digital dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih aman, inovatif, dan berkelanjutan. 
Namun, jika hak-hak ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka konsekuensinya adalah 
ketidakstabilan ekosistem digital yang dapat merugikan semua pihak, termasuk pelaku 
usaha, konsumen, dan pemerintah. 
2. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Ekonomi Digital 

Adapun kewajibannya dapat di tinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: 
a. Kewajiban Memberikan Informasi Produk/Jasa Secara Benar dan Transparan 

Setiap pelaku usaha dalam ekonomi digital memiliki kewajiban untuk memberikan 
informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang mereka 
tawarkan (Sudiro,2024). Hal ini mencakup deskripsi produk yang sesuai dengan kenyataan, 
harga yang transparan, serta ketentuan mengenai garansi, pengembalian, atau layanan purna 
jual (Fuad, et al,2024). Konsumen memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas apa yang 
mereka beli sebelum melakukan transaksi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat 
menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan dari pelanggan, yang berujung pada 
reputasi buruk bagi usaha tersebut.  

Dampak dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat berujung pada 
permasalahan hukum, seperti tuntutan dari konsumen berdasarkan Undang -Undang 
Perlindungan Konsumen (Fahamsyah,2020). Kasus-kasus seperti barang tidak sesuai 
deskripsi, harga tersembunyi, atau syarat dan ketentuan yang tidak jelas sering kali menjadi 
penyebab utama sengketa dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pelaku usaha harus 
memastikan bahwa semua informasi yang mereka tampilkan di platform digital mereka 
benar dan tidak menyesatkan agar terhindar dari masalah hukum dan menjaga hubungan 
baik dengan pelanggan. 

Selain aspek hukum, transparansi informasi juga berkontribusi pada loyalitas 
pelanggan. Konsumen cenderung lebih percaya dan kembali berbelanja di platform yang 
memberikan informasi secara jelas dan terbuka. Oleh karena itu, kejujuran dalam berbisnis 
bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan 
kepercayaan dan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. 
b. Kewajiban Menjaga Data Konsumen Sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi 

Dalam ekosistem digital, data pelanggan merupakan aset berharga yang harus dijaga 
dengan baik (Suryawijaya,2023. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 
data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, tidak 
disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang (Ismail,2025). Undang-Undang 
Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana data konsumen harus dikelola, termasuk 
dalam aspek pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data.  

Jika pelaku usaha lalai dalam menjaga data pelanggan, maka konsekuensinya bisa 
sangat serius. Kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas, pencurian 
keuangan, hingga serangan siber yang merugikan konsumen (Revalina,2025). Selain itu, 
pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data dapat berujung pada sanksi hukum, denda, 
hingga pemblokiran platform oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, setiap pelaku 
usaha digital harus mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi 
data pelanggan mereka. 

Kepercayaan pelanggan terhadap platform digital sangat bergantung pada sejauh 
mana keamanan data mereka terjamin (Djuhana,2024). Jika suatu platform dikenal memiliki 
sistem keamanan yang buruk dan sering mengalami kebocoran data, maka pelanggan 
cenderung menghindari bertransaksi di sana. Oleh karena itu, menjaga keamanan data 
pelanggan bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga faktor kunci dalam 
mempertahankan kredibilitas dan keberlanjutan bisnis digital.  
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c. Kewajiban Membayar Pajak Sesuai dengan Regulasi Perpajakan Digital 
Dalam menjalankan usaha digital, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Wijayanti,202). Pajak dalam ekonomi 
digital mencakup berbagai aspek, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi 
digital, pajak penghasilan bagi perusahaan digital, serta pajak atas layanan yang berbasis 
platform daring (Utamawati,2024). Regulasi perpajakan digital bertujuan untuk menciptakan 
sistem yang adil, di mana pelaku usaha daring memiliki tanggung jawab yang sama dengan 
bisnis konvensional dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara (Raspati,2024). 

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat menimbulkan konsekuensi hukum 
yang serius, mulai dari denda hingga sanksi pidana (Yusuf,2024). Beberapa negara telah 
memberlakukan aturan ketat untuk memastikan bahwa perusahaan digital, termasuk yang 
berbasis di luar negeri tetapi beroperasi secara daring di suatu negara, tetap dikenai pajak. 
Dengan meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap transaksi digital, pelaku usaha yang 
tidak patuh terhadap regulasi perpajakan dapat menghadapi risiko hukum yang besar, 
termasuk pemblokiran akses ke pasar tertentu. 

Selain aspek hukum, kepatuhan terhadap pajak juga dapat meningkatkan reputasi 
bisnis di mata konsumen dan investor. Perusahaan yang secara transparan melaporkan dan 
membayar pajak menunjukkan bahwa mereka adalah entitas bisnis yang profesional dan 
bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memperkuat 
posisinya dalam persaingan ekonomi digital yang semakin kompetitif.  
d. Kewajiban Menangani Keluhan dan Sengketa dengan Konsumen 

Pelaku usaha dalam ekonomi digital juga memiliki kewajiban untuk menangani 
keluhan dan sengketa dengan konsumen secara adil dan transparan. Dalam transaksi online, 
berbagai masalah dapat muncul, seperti barang yang tidak sesuai pesanan, keterlambatan 
pengiriman, atau kesalahan sistem pembayaran. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib 
menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti layanan pelanggan, 
kebijakan pengembalian barang, atau penyelesaian melalui pihak ketiga seperti lembaga 
perlindungan konsumen. 

Jika keluhan konsumen tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan 
dampak negatif bagi bisnis, baik dari segi reputasi maupun aspek hukum. Konsumen yang 
merasa dirugikan dapat melaporkan pelaku usaha kepada otoritas perlindungan konsumen 
atau bahkan menggugat secara hukum. Selain itu, di era digital saat ini, ulasan negatif dari 
pelanggan dapat dengan cepat menyebar di media sosial dan platform ulasan, yang dapat 
merusak citra bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk 
memiliki sistem pelayanan pelanggan yang responsif dan efektif dalam menangani keluhan. 

Menangani keluhan pelanggan dengan baik bukan hanya sekadar kewajiban hukum, 
tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsumen yang merasa diperlakukan 
dengan adil dan mendapatkan solusi yang memuaskan atas permasalahan mereka cenderung 
tetap setia dan bahkan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Dengan 
demikian, kepatuhan terhadap kewajiban ini dapat menjadi faktor kunci dalam membangun 
hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan. 
3. Studi Kasus dan Implementasi Hukum 

Terdapat beberapa tinjauan kasus yang dapat di perhatikan adalah sebagai berikut:  
a. Kasus Penipuan Transaksi Online dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha 

Dalam era ekonomi digital, kasus penipuan transaksi online semakin marak terjadi 
(Nababan,2024). Modus penipuan ini beragam, mulai dari penjualan barang fiktif, pengiriman 
produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga manipulasi harga dan biaya tersembunyi 
(Bahri,2020). Konsumen yang menjadi korban sering kali mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana, terutama jika pelaku usaha tidak memiliki 
identitas bisnis yang jelas atau beroperasi tanpa izin resmi. Kasus semacam ini menunjukkan 
pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian 
hukum dalam transaksi digital.  
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Dari sudut pandang hukum, pelaku usaha yang terlibat dalam penipuan online dapat 
dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lestari,2023). Hukuman yang dapat diberikan 
meliputi denda, pencabutan izin usaha, hingga tuntutan pidana bagi mereka yang terbukti 
melakukan kecurangan secara sengaja (Sukarja et al,2024). Selain itu, platform marketplace 
atau penyedia layanan digital juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
penjual yang tergabung dalam sistem mereka mematuhi aturan dan tidak melakukan praktik 
bisnis yang merugikan konsumen.  

Untuk menghindari risiko hukum dan menjaga kepercayaan pelanggan, pelaku usaha 
digital harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan 
regulasi (Prayuti,2024). Penyediaan informasi yang jelas mengenai produk, kebijakan 
pengembalian dana yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses 
oleh konsumen adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang 
sehat. Dengan demikian, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara jujur dan bertanggung 
jawab tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga dapat membangun reputasi yang 
baik dalam jangka panjang. 

 
b. Kasus Penyalahgunaan Data Pelanggan dan Perlindungan Konsumen 

Di era digital, data pelanggan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan, 
tetapi juga menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 
(Handayani,2022). Beberapa kasus yang sering terjadi meliputi pencurian identitas, 
penjualan data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga tanpa izin, serta eksploitasi informasi 
konsumen untuk kepentingan bisnis yang tidak transparan. Penyalahgunaan data ini dapat 
berdampak buruk bagi konsumen, seperti meningkatnya risiko penipuan, pencurian akun, 
hingga pelanggaran privasi yang merugikan individu secara finansial dan psikologis.  

Untuk melindungi hak konsumen, banyak negara telah menerapkan regulasi ketat 
terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 
PDP) di Indonesia (Yusuf et al,2024). Regulasi ini mengatur bagaimana pelaku usaha harus 
mengelola data pelanggan, termasuk kewajiban untuk mendapatkan persetujuan sebelum 
mengumpulkan data, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghapus data yang tidak lagi 
diperlukan. Jika suatu perusahaan terbukti menyalahgunakan data pelanggan, maka mereka 
dapat dikenakan sanksi berat, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin usaha. 

Sebagai bentuk tanggung jawab, pelaku usaha digital harus menerapkan sistem 
keamanan data yang ketat serta memastikan kebijakan privasi yang transparan dan mudah 
dipahami oleh konsumen (Bahri et al,2024). Penggunaan enkripsi, sistem autentikasi yang 
aman, serta kebijakan yang jelas terkait penggunaan data adalah langkah penting dalam 
membangun kepercayaan pelanggan. Dengan menjaga keamanan data pelanggan, pelaku 
usaha tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis 
yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak. 
c. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pelaku Usaha Digital 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi aktivitas pelaku 
usaha digital guna memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan tidak 
merugikan konsumen (Burhanuddin,2024). Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah 
menerapkan regulasi yang mengatur perdagangan elektronik, perlindungan data pribadi, 
serta perpajakan digital. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap potensi penipuan dan dapat 
memahami hak serta kewajiban dalam transaksi digital. 

Selain regulasi, pengawasan terhadap pelaku usaha digital juga dilakukan melalui 
berbagai mekanisme, seperti audit berkala, pemantauan aktivitas transaksi online, serta kerja 
sama dengan platform e-commerce dan fintech untuk mencegah pelanggaran hukum 
(Payamta,2023). Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan, termasuk pemblokiran situs atau aplikasi yang 
terbukti melakukan praktik bisnis ilegal (Hartati,2022). Dalam beberapa kasus, kerja sama 
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internasional juga diperlukan untuk menangani pelaku usaha yang beroperasi di luar negeri 
tetapi menargetkan konsumen di dalam negeri. 

Untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat, pemerintah harus terus 
berinovasi dalam mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. 
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan 
agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas dan 
penegakan hukum yang tegas, maka kepercayaan terhadap ekosistem digital dapat semakin 
meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih 
stabil dan berkelanjutan. 

 
KESIMPULAN 

Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam ekonomi digital perlu diatur dengan baik agar 
tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen. Dengan 
adanya aturan yang jelas, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara legal, 
mendapatkan kepastian hukum dalam transaksi digital, serta memperoleh perlindungan 
terhadap hak kekayaan intelektual dan data usaha. Di sisi lain, konsumen juga mendapatkan 
jaminan hak mereka agar tidak dirugikan dalam transaksi online, baik dalam hal kualitas 
produk, keamanan data, maupun penyelesaian sengketa. 

Regulasi hukum yang kuat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem 
bisnis digital yang aman dan adil. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang 
diberlakukan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta mampu menutup 
celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan 
regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko kejahatan digital seperti penipuan 
transaksi, penyalahgunaan data, serta pelanggaran hak konsumen dapat diminimalkan, 
sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terpercaya dan berkelanjutan.  

Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap regulasi hukum bukan hanya untuk 
menghindari sanksi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan 
konsumen. Pelaku usaha yang transparan, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika 
bisnis akan lebih mudah mendapatkan loyalitas pelanggan serta membangun reputasi yang 
baik. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap aturan dapat berujung pada konsekuensi hukum 
yang merugikan, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan kehilangan kepercayaan 
dari pasar. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan regulasi yang baik adalah kunci 
utama dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam ekonomi digital.  

Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan 
ekonomi digital agar hukum tetap relevan dengan dinamika teknologi dan bisnis. Dengan 
adanya regulasi yang jelas dan tegas, potensi penyalahgunaan dalam transaksi digital dapat 
diminimalkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan 
bagi konsumen. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi regulasi kepada 
masyarakat akan membantu menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih aman, adil, dan 
berkelanjutan. 
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